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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum terhadap pekerja 

yang menerima upah dibawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 

oleh perusahaan. Hubungan Ketenagakerjaan sering menjadi suatu perselisihan 

industrial antara pekerja dan perusahaan, yang dapat menjadi konflik dan 

ketidakpuasan. Dalam konteks ini, penelitian ini mengkaji berbagai regulasi yang 

mengatur hak-hak pekerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan menjadi pedoman bagi penulis untuk menjelaskan hak-hak pekerja dan 

ketentuan pengupahan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan 

mengumpulkan data berdasarkan literatur hukum dan perundang-undangan. Hasil 

penelitian adalah merujuk pada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang 

melanggar ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk 

perlindungan hak pekerja. Perlunya peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh 

Dinas Ketenagakerjaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilanggar 

terhadap upah minimum. Diharapkan pemerintah dapat memperhatikan terkait 

hubungan ketenagakerjaan agar tidak terjadi perselisihan industrial. Perusahaan yang 

mengalami pelanggaran tersebut mempunyai alasan karena beberapa faktor yang 

menyebabkan terjadinya masalah. Bukan hanya pekerja yang mendapatkan 

perlindungan, namun perusahaan juga diharapkan dapat memperhatikan perlindungan 

hukum yang didapatkan oleh perusahaan, agar perusahaan tersebut tidak kena sanksi 

dari pemerintah dan juga dapat mempertahankan usahanya. Dengan demikian 

perlindungan hukum dapat ditingkatkan untuk memastikan hak-hak mereka 

terpenuhi. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan 

kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik di Indonesia. 

 

Kata Kunci : perlindungan hukum pekerja, upah minumum kabupaten (umk),  

  ketenagakerjaan, hak-hak pekerja, kewajiban perusahaan, dan  

  pengupahan 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the legal protection for workers receiving wages below the 

stipulated Regional Minimum Wage (UMK) by companies. Employment relationships 

often lead to industrial disputes between workers and companies, which can result in 

conflicts and dissatisfaction. In this context, the study examines various regulations 

governing workers' rights. The Law No. 13 of 2003 on Manpower and Government 

Regulation No. 36 of 2021 on Wages serve as guidelines for the author to explain 

workers' rights and wage provisions. This research employs a normative juridical 

method, collecting data based on legal literature and regulations. The findings 

indicate violations by companies that fail to comply with the minimum wage 

provisions established by the government for the protection of workers' rights. There 

is a pressing need for enhanced oversight by the Labor Office and strict enforcement 

of laws against violations of minimum wage regulations. It is hoped that the 

government will pay attention to labor relations to prevent industrial disputes. 

Companies facing violations often cite various factors contributing to these issues. 

Not only should workers receive protection, but companies are also encouraged to 

consider their legal protections to avoid sanctions from the government and sustain 

their operations. Thus, legal protection can be improved to ensure that workers' rights 

are fulfilled. This research aims to contribute to the development of better labor 

policies in Indonesia. 

 

Keyword : legal protection of workers, district/city minimum wages (UMK),  

 employment, workers' rights, company obligations, and wages 
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